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Berbiecara tentang korupsi scbenamya bukanlah masalah bsru di Indonesia,
karenz telah ada sejak mhun i950-an. Bahkan becbagai kalangan menilai bahwa
korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suaty sistem dan meayatu
dengan penyelenggaraan pemerintahan oegara. Peaanggulangan konupsi di era
tersebut maupun dengan menggunakan perangkat petundang-undangan yang ada

masih banyak menemui kegagalan.

Terjadinya korupsi discbabkan oleh beberapa faktor, yaitu (1) sistem
pemervrahan dan Dbirokrasi yang memang kondusif untk melakukan
penyimpangan, (2) belum adanya sistem komtrol dati masyasakat yang kuat, dan
belum adanya peiangkat perafurao dan perundang-perundangan yang tegas. Falor

fainoya menurut Fadjar (2002) adalab tindak lanjut dan setiap penemuan
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pelanggzran yang masih lemah dan belum menunjukkan “greget” oleh pimpinan

tRSLEnsi.

Selain masalah kelembagaan yang mengatur mengenai pemberantasan
korupsi, masalah pengaturan korupsi dalam persturan perundang-undangan pun

perlu mendapatkan perhatian yang besar.

Kotupsi yang terjadi dewasa ini telah terakumulasi sedemikian rupa
hingga menimmbulkan sustu pandangan bahwa korupsi adalah suatu budaya.
@®rang yang berkorupsi tidak perlu merass malu asaupun takut akan sanksi dan
pecahuran-peraturan yang telah ada. Membudayanya korupsi dalam kehidupan
bemegara tidak memungkinkan pemberantasan terhadap hal tersebut dilakuisan

sekali waktut selesai.
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